
 
BUPATI PANGANDARAN 

PROVINSI JAWA BARAT 

 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN 

NOMOR  16  TAHUN 2016 

 

TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH  

TAHUN 2016-2021 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI PANGANDARAN, 

 

Menimbang : a. bahwa pembangunan daerah merupakan satu kesatuan 

dalam sistem perencanaan pembangunan nasional yang 

disusun dalam jangka panjang, jangka menengah dan 

jangka pendek sebagai arah dan prioritas pembangunan 

secara menyeluruh yang akan dilakukan secara bertahap 

untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur; 

b. bahwa guna memberikan perumusan, arah dan tujuan 

pembangunan jangka menengah daerah sesuai visi misi 

Bupati, perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang; 

c. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang 

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah dan ketentuan Pasal 15 ayat (1) 

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan 

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

ditetapkan dengan Peraturan Daerah; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan 

Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah Tahun 2016-2021; 

 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 
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  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005-2025 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 

33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4700); 

  5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan 

Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 

Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4725); 

  6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 

140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5059); 

  7. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang 

Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa 

Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 

Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5363); 

  8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara  

Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah 

beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5679); 

  9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang 

Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan 

Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4585); 

  10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata 

Cara Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 

Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4663); 
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  11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata 

Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 

97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4664); 

  12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang 

Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 

19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4815); 

  13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan 

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 

21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4817); 

  14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang 

Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan 

Lemabaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833); 

  15. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang 

Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan 

Lemabaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103); 

  16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lemabaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5887); 

  17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 

2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 

Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 199); 

  18. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-

2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 3); 

  19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 

tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 

2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian 

dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517); 

  20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 
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  21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 

2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018 (Lembaran 

Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 Nomor 25 Seri E); 

  22. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 15 

Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah  (RPJPD) Kabupaten Pangandaran Tahun 

2016-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran 

Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 15). 

 

Dengan Persetujuan Bersama  
 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN 
  

dan  
 

BUPATI PANGANDARAN  

 
MEMUTUSKAN : 

 
Menetapakan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN 

JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2016-2021. 
 

BAB I  

KETENTUAN UMUM  
 

Pasal 1 
 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :  

1. Daerah adalah Kabupaten Pangandaran.  

2. Bupati adalah Bupati Pangandaran. 

3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 

yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah 

Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran. 

5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat 

RPJPD adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten 

Pangandaran Tahun 2016-2026. 

6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat 

RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten 

Pangandaran Tahun 2016- 2021. 

7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran yang disusun 

setiap tahun sekali. 

8. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat 

dengan Renstra-SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 

(lima) tahun. 
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BAB II  

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH 
 

 Pasal 2 
 

RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai 

landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan 

pembangunan 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2016 sampai dengan Tahun 

2021 dan pelaksanaannya dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah 

(RKPD). 

 

Pasal 3 
 

Sistematika RPJMD disusun sebagai berikut :  

a. BAB I : Pendahuluan; 

b. BAB II : Gambaran Umum Kondisi Daerah; 

c. BAB III : Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah; 

d. BAB IV : Analisis Isu-isu Strategis; 

e. BAB V : Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran; 

f. BAB VI : Strategi dan Arah Kebijakan; 

g. BAB VII : Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah; 

h. BAB VIII : Indikasi Rencana Program Prioritas; 

i. BAB IX : Penetapan Indikator Kinerja Daerah; dan  

j. BAB X : Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaan. 

 

Pasal 4 
 

RPJMD berikut matriknya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 

 

Pasal 5 
 

RPJMD menjadi pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam menyusun 

Rencana Strategis dan sebagai acuan bagi seluruh pemangku kepentingan di 

Daerah dalam melaksanakan kegiatan pembangunan selama kurun waktu 

2016-2021. 

 

BAB III  

PENGENDALIAN DAN EVALUASI  
 

Pasal 6 
 

(1) Bupati melalui SKPD yang tugas pokok dan fungsinya bertanggungjawab 

dalam bidang perencanaan pembangunan daerah melakukan pengendalian 

dan evaluasi pelaksanaan RPJMD. 

(2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sepanjang 

pelaksanaan RPJMD. 

(3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam kurun 

waktu tertentu sesuai dengan kondisi dan perubahan lingkungan strategis 

daerah. 

(4) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Bupati 

bersama DPRD dapat menyempurnakan RPJMD. 
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BAB IV  

KETENTUAN PERALIHAN  

 

Pasal 7 
 

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka RPJMD menjadi pedoman 

penyusunan rencana pembangunan sampai dengan Tahun 2021, dan dapat 

diberlakukan sebagai RPJMD transisi sebagai pedoman penyusunan RKPD 

Tahun 2022 sebelum tersusunnya RPJMD Tahun 2021-2025 yang memuat visi 

dan misi Bupati terpilih. 

  

BAB V  

KETENTUAN PENUTUP  

 

Pasal 8 
 

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang menyangkut 

teknis pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Bupati. 

 

Pasal 9 
 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten 

Pangandaran. 

 

 

 

Ditetapkan di Parigi 

pada tanggal 16 Agustus 2016 

BUPATI PANGANDARAN, 

 

 

 

 

H. JEJE WIRADINATA 

 

Diundangkan di Parigi  

pada tanggal 16 Agustus 2016 

SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN PANGANDARAN, 

 

 

 

MAHMUD 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN  

TAHUN 2016 NOMOR  16   SERI 

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN,  

PROVINSI JAWA BARAT 16 / 134 / 2016 
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PENJELASAN 

ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN 

 

NOMOR  16  TAHUN 2016 

  

TENTANG  

 

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH  

TAHUN 2016-2021 

 

I. UMUM. 

Bahwa dalam rangka memberikan arah dan tujuan dalam mewujudkan 

citacita dan tujuan pembangunan daerah sesuai dengan visi, misi Kepala 

Daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali 

terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan 

Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah, perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah kurun 

waktu 5 tahun mendatang. 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016- 

20121 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati yang 

penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM 

Nasional, memuat arah dan kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan 

daerah, kebijakan umum dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas 

Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan 

rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang 

bersifat indikatif. 

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 

Tahun 2016-2021 dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh 

pemangku kepentingan pembangunan, serta mengacu pada ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016- 

2021, akan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah (RKPD) pada setiap tahun anggaran. Selain itu juga 

dijadikan acuan bagi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan 

Kabupaten Pangandaran. 

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka perlu 

membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021. 

 

II. PASAL DEMI PASAL 

Pasal 1  

Cukup jelas.  

Pasal 2  

Cukup jelas.  
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Pasal 3  

Cukup jelas.  

Pasal 4  

Cukup jelas.  

Pasal 5  

Cukup jelas.  

Pasal 6  

Cukup jelas   

Pasal 7  

 

Dokumen RPJMD Tahun 2016-2021 ini dapat diberlakukan sebagai 

Dokumen RPJMD Transisi untuk pedoman dalam penyusunan Rencana 

Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2021 sebelum RPJMD Tahun 

2021-2025 disusun dan di ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. 

 

Pasal 8 

Cukup jelas.  

Pasal 9  

Cukup jelas. 

 

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2016 

NOMOR   16 

 

 


